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Muhammad Indra Firdausa Noor 

 

ABSTRAK 

 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui pengkualifikasian perbuatan 

penipuan dalam transaksi game online sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan 

KUHP dan UU ITE, dan untuk mengetahui unsur pertanggungjawaban pidana yang 

harus dipenuhi untuk menjerat pelaku penipuan dalam konteks transaksi game 

online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Sifatnya deskriptif-analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penipuan dalam transaksi game 

online merupakan bentuk cybercrime yang dapat dikenakan pertanggungjawaban 

pidana. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan ini dapat dijerat melalui Pasal 

378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. KUHP 

menitikberatkan pada unsur tipu muslihat untuk keuntungan pribadi secara 

melawan hukum, sedangkan UU ITE secara khusus mengatur penyebaran informasi 

palsu dalam transaksi elektronik. UU ITE, sebagai lex specialis lebih relevan untuk 

menangani penipuan digital. Penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan dalam 

transaksi game online mensyaratkan terpenuhinya unsur delik, termasuk kerugian 

nyata, bukti elektronik, dan status korban sebagai konsumen. Kedua, 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dalam transaksi game online 

dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur-unsur hukum pidana, yaitu perbuatan 

melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan 

penghapus pidana, dan hubungan kausalitas. Meskipun Pasal 378 KUHP masih 

dapat digunakan, pendekatan yang lebih tepat dalam konteks digital adalah melalui 

Pasal 28 ayat (1) juncto. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan memperhatikan aspek 

pembuktian dan perlindungan konsumen di ruang siber. 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Transaksi Digital, Game 

Online 
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RINGKASAN 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN TRANSAKSI 

DALAM GAME ONLINE 

 

 

(Muhammad Indra Firdausa Noor, 2025, 61 hlm) 

 

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah memengaruhi banyak aspek 

kehidupan, termasuk maraknya game online yang kini juga menjadi ruang ekonomi 

alternatif melalui praktik jual beli akun, item, dan fitur digital lainnya. Namun, 

kemajuan ini turut menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait penipuan 

dalam transaksi game online. Penipuan ini umumnya dilakukan melalui platform 

informal seperti media sosial dan aplikasi pesan, tanpa kontrak hukum, sehingga 

rawan penyalahgunaan. Modus-modus yang digunakan mencakup pengiriman 

bukti transfer palsu, identitas fiktif, dan janji pengiriman yang tidak ditepati. 

Meskipun KUHP Pasal 378 dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan, 

pasal tersebut belum secara eksplisit mengatur ruang digital. Oleh karena itu, UU 

ITE menjadi instrumen penting, khususnya Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat 

(1), yang mengatur penipuan digital yang merugikan konsumen dalam transaksi 

elektronik. Pasal ini memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP, 

yakni pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Namun, 

penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, seperti kesulitan pelacakan 

pelaku, kurangnya literasi teknologi di kalangan aparat penegak hukum, dan 

enggannya korban melapor karena menganggap transaksi game tidak diakui secara 

hukum. Data menunjukkan 63% korban tidak melaporkan kasus penipuan yang 

dialami karena tidak mengetahui hak hukum mereka. Ketiadaan regulasi khusus 

menyebabkan kekosongan hukum (legal vacuum) dan ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana yang 

adaptif dan progresif. Pendekatan normatif yuridis penting dilakukan dalam kajian 

ini untuk menelusuri celah hukum, menafsirkan ketentuan yang ada, serta 

menyusun rekomendasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif di era 

digital. 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui pengkualifikasian perbuatan 

penipuan dalam transaksi game online sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan 

KUHP dan UU ITE, serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang harus 

dipenuhi untuk menjerat pelaku penipuan dalam konteks transaksi game online. 

 

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah kekaburan hukum (vagueness of law), yang 

timbul akibat belum adanya pengaturan secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai transaksi dalam game online, khususnya terkait 

tindak pidana penipuan digital. Meskipun Pasal 378 KUHP mengatur tentang 

 

 

 

ii 



 

penipuan dan UU ITE mencakup penyebaran informasi palsu secara elektronik, 

penerapannya terhadap modus penipuan dalam transaksi game online belum diatur 

secara spesifik. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian 

ini bersifat deskriptif-analitis. 

 

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 

1. Penipuan dalam transaksi game online sebagai salah satu bentuk kejahatan 

siber (cybercrime) yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perbuatan ini bisa dijerat 

melalui dua instrumen hukum utama, yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 

ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP menekankan 

pada unsur niat menguntungkan diri secara melawan hukum dengan 

menggunakan tipu muslihat atau kebohongan, sedangkan UU ITE mengatur 

lebih lanjut mengenai penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang 

menyebabkan kerugian konsumen dalam ruang transaksi elektronik. UU ITE, 

sebagai lex specialis, dan lebih tepat diterapkan dalam kasus-kasus penipuan 

digital karena mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan siber. 

Penegakan hukum terhadap kasus penipuan dalam transaksi game online 

memerlukan pemenuhan unsur-unsur delik secara komprehensif, termasuk 

adanya kerugian nyata, bukti elektronik, dan status korban sebagai konsumen. 

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dalam transaksi game 

online dapat dibebankan apabila terpenuhi lima unsur penting, yaitu adanya 

perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, 

tidak adanya alasan penghapus pidana, dan adanya hubungan kausalitas. 

Meskipun Pasal 378 KUHP masih relevan, namun pendekatan yang lebih 

tepat dalam konteks digital adalah melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A 

ayat (1) UU ITE, dengan tetap memperhatikan aspek pembuktian dan 

perlindungan hukum terhadap konsumen di ruang siber. 
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